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INSTANSI PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi FPemerintah
dikembangkan dalam rangka meningkatkan kinerja pemenntahan
yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab,

bahwa dalam rangka penerapan Sisten Akuntabilitas Kinera
Instansi Pemerintah oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah
diperlukan adanya Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas
Kinerja;

bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Pedoman Fenyusunan Dokumen
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Magelang;

tentang Fembentukan
Undang-Undang Nemor 17 Tahun 1950 nbe
Daeraﬁ—l:iaerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
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Feraturan Pemerintah N
: oma
Pertanggungjawabar Hepaiar

Peraluran Pemerintah N
e Isomor 8 tahun 2006 laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; e
Peraturan Pemerintah Ng I

ma
Tatacara Penyusunan, o 2008 ke ang Rl

Pengendalian i
Rencana Pembangunan Dir:grah- dan Evaluasi Pelaksanaan
EZEEZHE idj.; N;mm L;Eh“” 2007 tentang Pengesahan,
n Penyebarluasan P e
undangan; eraturan Perundang

108 tahun 2000 tentang Tata Cara
Daerah:

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/O9/M.PAN/DS/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama;

Peraturan Menterd Pendayagunaan Aparatur Megara Nomor
PFEHI_EUIM.F'ANH'UEDGB tentang Petunjuk Penyusunan Indikator
Kinerja Utama,

Instruksi Presiden Momor 5 tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi;

Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIF};

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara MNomor
230/IX/6/8/2003 tentang Perbakan Pedoman Penyusunan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

PENYUSUNAN
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN
DOKUMEN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KOTA MAGELANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

2 b

Daerah yang selanjutnya disingkat 5513[]
at daerah di lingkungan pemenntah
ariat daerah, sekretariat dewan, dinas
kecamatan dan keluranan.

: i intah (SAKIF) adalah
: it .o |nstansi Pamenntan i 7
Al Ahumah”“asbzlnr][ﬁg suatu  siklus, dirmulai  dan proses
sistem yang mem dan sasaran yang akan dicapal

:ai  misi, tujuan . diabarkan lebih lanjut ke
enetapan visi, Ml rategis, dijabarkan
Eituanghan dalam Een-narﬁ.iﬁ:ﬂang kemudian ditetapkan dalam

a Kinena ! taupur masih dalam
dalam Ramp?;ﬁﬁ 5 Selanjutnya seteiakhkzn ppenguhuran el
PenetapaT k anaan kegiatan, erlu i@ Ean kinerja tersebut serta

roses pelaksalics lisis, melaporran & :

Senitaian. eyaluasi dﬂ?uaniﬁmpemﬂiki kinerja organisasi pada
a un

menggunakanny

' ikutnyd: h [(Renstra-
e sk F's Satuan Kerja pgransgﬁgtmﬂfrifk p{erinde 5
Rencana strﬂeg::mr'nen perenr:.anaan
SKPD) adaia

(lima) tahun.

Satuan Kerja Perangkat
adalah unit kerja p_ergngk
daerah yang melipull ;ekret !
daerah, lembaga teknis daerah,



Satuan Ker|

4. Rencana Kerja ;
adalah dokumen pErEan;nPEmngkat Daerah (Renja-SKPD)

untuk periode 1 (satu) tahyn Satuan Kerja Perangkat Daerah

5. Rencana Kinerja Tahunan (
yang memuat sasaran yap
yang akan datang, dj
strategis yang relevan.

6. Indikator kinerja adalap

alat ukur untuk menilai keberhasilan
pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif

RKT) adalah dokumen perencanaan

g hendak dicapai dalam satu tahun
Wangkan dalam sejumiah indikator kinerja

7. Penetapan Kinerja (PK)
yang merupakan kontrak
penenma kinerja, yang m
dan dipertanggungjawabk

adalah dokumen kesepakatan kinerja
kinerja antara pemberi amanah dengan
emuat target kinerja yang harus dicapai
an oleh pimpinan SKPD.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah

dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja
yang disusun secara sistematis dan melembaga, sebagai bentuk

laporan : pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan
pencapalan target kKinerja instansi pemenntah,

Pasal 2

Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah sebagaimana tercantum pada Lampiran, merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paszal 3

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipergunakan
sebagai pedoman bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 4
Peraturan VWalikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerntahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 7 Pesrembec 2004

WALIKOTA MAGELANG

Ny

H. FAHRIYANTO

i}
m'gd?;ghan di Magelang
8931 7 Desember 2009.
ARIS DAERAH KOTA MAGELANG
S

A R 43
DAEHAH KOTA MAGELANG TAHUN 2009 NOMO
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BABI
FENDAHULUAN

LATAR BE LAKANG

pembukaan Undang-Undang Dasar Ne ;

_ _ gara Republik Indonesi

menglgyaratkan bahwa T'I-’IJLI_EN'| Megara adalah mewujudkan masyarakat -_.-aig lﬁwu;aliﬁ
dan sejahtera. Pemerintah dibentuk dalam rangka mengerganisir pencapaian tu‘quanl tersebut.

<chingga pemerintah bertugas melaksanakan upaya-u
kesejahteraan masyarakat, G eE S

Pada dasarnya kemakmuran terus meningkat, berbagal keberhasilan telah tercapai
hamun seiring dengan itu, keinginan untuk lebih baik lagi juga terus berkembang Taniiian
masyarakat dalam hal ini harus disikapi oleh pemerintah dengan arif. Salah satu tuntutan
yang baik yakni pemerintah harus mampu meningkatkan kinerjanya di segala bidang, baik
yang langsung maupun yang tidak langsung berhubungan dengan masyarakat. Selanjutnys
menyampaikan laporan pe rtanggungjawabannya secara transparan dan akuntabel,

Berbagai macam metode dan sistem peningkatan kinerja terus dikembangkan Malalui
akuntabilitas kinerja akan dapat dinilai kinerja instansi pemerintah dalam kaitannya dengan
upaya pencapaian tujuan balk jangka pendek (tahunan) maupun |jangka panjangnya. Dengar
dermikian akan tumbuh suatu kondisi dimana setiap unsur pemerintan merasakan kebutuhan
mendasar akan informasi kinerja organisasinya, karena dari sana akan diketahui peta
permasalahan dan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk penyelesaiannya. Akuntabilitas
merupakan suatu elemen yang sangat penting dalam menentukan apakah sualu organisasi
dapat berjalan dengan baik dan efektif Benerapan akuntabilitas kinerja oleh jajaran
organisasi pemerintah akan meningkatkan kepercayaan masyarekat iernacap DIganisas:
pemerintah tersebut dalam rangka mewujudkan Good Governance.

Konsep akuntabilitas publik seperti tersebut di atas tl:-:alum sepenuhnya memasyarakal
di Indonesia. Banyak pihak mengartikan hahwa akuntabilitas publi hanya terbatas pada
Pelaporan pertanggungjawaban keuangan saja, yang harya mencanp Fet”ﬂnfﬁunflﬂgjgaf
aNggaran saja tanpa melakukan penilaian ierhadap hasil, manfaat atau sutcome yang ar

benar dirasakan oleh mgs:ﬁrarakﬂt. Hﬂngehuensinya, sualu FIEH'E'E|EE'IQQE.I'E pﬁ'merintah yang
'elah  melaporkan alokasi dana yand digunakan sudafl clanggap memacal
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lerhadap k Egéﬂjﬂhteraafmaﬁyz?akaf Hal ini bisa mamlb*dkﬂ peluang yang besar akan prakiek
Fenyimpangan penggunaan dana dan sumber daya lainnya.
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niialan, B 5, Me-review g
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ﬁﬂﬂggunﬁjhil?pgrhaﬁkan an?;?ap]frt?alkl Kinerja rganisas p:g:rkar:_ﬂg.nqu_ D
yand pal;;an peninjauan dan ,ba.hwa SAKIP merupakan 5u§$l @ berikutnya. Satu ha
mem'&r'“ : b btk I:rapE ﬂli‘fﬂﬂ terus menerys dizebakblkg proses yang hidup yang
oksternat JU38 & Brxembang dari masa ke ' n Kendisi internal maupun

masa,
Undang-Undang Momor 17 Tahun 2003
Jndang Momor 23 TEllh_ur'l EEIGEE tentang Sistem Peﬁggiaar;aan Pemb ' i
eraturaﬂ-f-!eralurlan ainnya dilihat dan knnsepsﬁnya tidak ada ?’Eg::'lj e
k mencaptal dPE;F?“@“ \governance) yang bajk .ﬂ-.lcapr? ’?21:3:1 f?g menrd::::
F"anerapanﬂ‘.-f; IEFDEP rt eberapa perbedaan yang dikarenakan inslanE.Fi:l er:hi;nan ;:aa_u a
harbe da .,ﬁ ni pariemen Heuangaﬂ dan Bappenas Departemenp Dala 1JIIN ek
ementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Iainn'!.r.'_:ll Pemedaa- -peroed - t EEEHI
dapat cukup merepotkan para manajer publik (p| ' b sl

: ki .. : mpinan SKPD) dalam melakuk valuasi
sehingdd k_nndzm ; rr1_| Tar:us dijembatani dengan memadukan aluran-aturan dmghgﬂ.f _piu]ri;l:
guran dari pemeriniah pusal yang bersinggungan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja

instansi Pemerintah (SAKIP) perlu diselaraskan ke daerah secara terpadu agar lebih jelas
4an memudahkan seseorang dalam memahami dan menerapkannya secara konsisten.

g Keuangan Negara dan Undang-

untu

Secara _khu.ﬁua‘ maksid danltujuan dari disusunnya Pedaman Penyusunan Dokumen
akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Magelang adalah -

1. ?:Efg?r:tgﬁ?gzzrpﬁag' SKPD dalam memahami Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

5 Sebagai pﬂd!:'maﬁ bagi setiap SKPD dalam menyusun dokumen-dokumen akuntabilitas
yang meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kingrja
Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Laporan Kinega ({LKj) dan Laporan
Akuntabllitas Kinerja Instansi Pemerintah {LAKIP},

1. Sebagai pedoman bagi setiap SKPD dalam memahami dan membuat mdikator kinena,
melakukan pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinera, agar terjadi umpan balik
bagl peningkatan kinerja SKPD dan peningkatan kinera pemerintah pada umumnya,

LANDASAN HUKUM

Peraluran-peraturan yang terkait dengan Akuntabilitas Kinena Instansi Pemerintah
meliputi : | _

1. Undang-Undang Momor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Momor 43 Tahun 1 EE{B tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1074 tentang Pokok-pokok Kepegawaian,

2, IJndangaLJndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintanan Daera!a senagaur?gga
telah diubah beberapa kall terakhir dengan Undang-Undang Hnrﬂﬁr -Egg;:un it 8
lentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Momor 32 Tahun tentang

Pemerintahan Daerah;
S, Undang-Undang Nomor 28 tanun 1699 tentang
dan Bebas dari KKN; :
. H”danﬂﬂndang Nomor 17 tahun Eﬂggﬁnﬁalgaﬁzu;ﬁ:&ngzg&anaan e e
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';Eraturan Pemerintah  Nomor 15&- tahun
i alt . i
T ziﬁﬂ?ﬁ#%ﬂ;ﬁ?ﬁgﬁﬁ%ﬂgﬁ?n%a;rhun 00 tentang Tata Cara Peranggungjawaban

Ke :
B pa e Daersh, g tahun 2006 tentand

Peraturan Pemerintah Nomor
ntang Tahapan Tatacars Penyusunan,

3 :;]Eta nsi Pemerintah; Daerah
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ran Pemerintah No a Pemband: tE o oo PANIDS/2007

10 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 2
* Peraturan Menteri Pendayagunaal Apa

P P

- AR EOL smtah
eraturan Menteri Pendayagunaan Aparat o qanisasi pemanntan;
! i Kinerja £ PERIZ0/M PANI 1/2008
12 Ell;tapg Petunjuk Pelaksanaan E;:':ai'pa catyr Negara Nomar
Sluran Menteri Pendayagiior  winerja Utama, afantasan Korupsi;

Penyelenggaraan Megara yang Bersih

2000 tentang Pengelolaan dan

Pelaporan Keuangan dan Kinerja

g tahun 2008 'ti
Renca
rur Negara MNomor

tama,
ar:.l Nomor PERI18/M PAN/11/2008

| b
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jnstruksi
4 AKIPY;

Presiden Nomor 7 tahyn 1899 1entang Akuntabilitas Kinera Instansi
weputusan Kepala Lembaga Adm

Pemerintah

inistrasi
1 perbaikan Pedoman Penyusunan Pala,;.rrrZ?.ll Hﬁfg_ﬁ"ﬂ Nomor 232/1X/6/8/2003 tentang
aagl  PENDAHULUAN
B A. Latar Belakang
B. Maksud dan Tujuan
C. Landasan Hukum
D. Sistematika
Bl SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANS! P
ﬁﬁ 1l PERENCANAAN EMERINTAH

A, Rencana Strategis (Renstra)
8. Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Ki
C. Penetapan Kinerja
BAB IV INDIKATOR KINERJA
A. Pengertan
B. Tipe dan Jenis
C. Syarat dan Kriteria
D, Langkah-Langkah
E. Indikator Kinerja Utama
BAE W FENGUEKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA
A. Pengukuran Kinerja
B. Evaluasi dan Analisis Capaian
C. Umpan Balik
BAB VI PELAPORAN
A. Laporan Kinerja (LKj)
B. LAKIP
BAB VI EVALUAGSI EKSTERNAL
BAB VIl  PENUTUP

nerja Tahunan (RKT)




BAB ||

SISTEM AKUNTABILITAS KINER.JA INSTANSI PEMERINTAH

vannya SAKIP, instansi pemerintah g

iterap®

: hara B iy
F,prbai‘kar" ternal terlebih dahulu sebelum men PRan akan melakukan sendiri perbaikan-

dapatkan “tekanan’ dari publik

aiklus manajemen sektor publik pada dasg

mya terbani & 1
parennanaan. pelaksanaan, pelaperan dan evaluasi gl kedalam beberapa fase yakni

Dalam fase Ferencanaan umumnya dibagi lagj ke dalam

jangka Panjang (RPJP), Ferencanaan Jangka Menengah (RPUM, lima tahunan], dan Jangka
pendek (RKP. tahunan). Peraturan perundangan yang mengatur mengenai perencanaan
nasional adalah |i_l||'l::|.‘:'|r‘|g-1._|ndang Nomor 25 tahum 2004 tentang Sistem Perencanaan
sempangunan MNasional yang antara |ain mengemukakan bahwa dibutuhkan keordinasi dan
sinkronisasi yang baik untuk lebih menghamoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik
pﬁmhangUﬂEﬂ Masional, Pembangunan Daerah maupun Pembangunan Antar Daerah,

Dalzm lingkup daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
skan dijgbarkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD dengan tetap mengacu kepada
mencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Perencanaan lima tahun tersebut
xemudian akan dijabarkan |agi kedalam Rencana Kinerja dan Rencana Kerja untuk periode satu
ishun. Dengan demikian diharapkan terdapat kesinambungan antara perencanaan nasional,
perencanaan daerah hingga perencanaan di tingkat SKPD, :

tiga fase yaitu Perencanaan

Pada fase ini SAKIP memeagang peranan yang sangat penting, karena Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Megara telah mengamanatkan uniuk
mengintegrasikan sistem akuntabilitas kinerja dengan sistem peénganggaran. Peranan tersebut
diwujudkan dalam penefapan Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang ben_suhan
indikator-indikator kinerja baik indikator kinerja keluaran {output) maupun indikator Kinerja
manfaat (outcome), Dalam sistem penganggaran, usulan anggaran dalam hﬂ'ﬂt'-'ﬁ_ﬁﬂﬂﬂaﬂﬂ
Ferja (Renja) akan diajukan dan dibahas bersama dengan DPRD. salelah. diselujui, maka
Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja akan dirangkal d_a!arn Rencana Herj_alclfan Anggaran
[RKA). Sehingga dalam hal ini nampak adanya upaya menuju anggaran berbasis kinena

Anggaran berbasis kinerja merupaxan model pﬂ:nﬁ?rfégaran }fa_!‘llg n-.engdl']!;:s;mgkk;nn
antara biaya yang dikeluarkan dengan kegistan serta kineria (hasiFhast) ¥ o A8 e
Jalam penganggaran ini pendapatan gan b&|ﬂﬂl? dibagi tidak hﬁnykariteria' | I
"amun juga aktivitasnya. Sistem anggaran yang baik harus mernenum :

1. Adanya sasaran strategis yang akan diraih; et

2. Adanya pengembangan dan ketersediaan indikatar H-jerja}n- a
q. ﬂﬂlﬁhya keterkaitan yang j'E|EIE antara 5:as.arElf'l -E-tanlmdtkalﬂ yd.
3 ;E'”?EIUHQ jawab instansi terhadap hasil (aufcome:.

* Tiak kaku jika sewakiu-waktu dilakukan revist

0a Anggaran Pendapatan dan Belanja DEEI‘EI-E .

ian yang jelas tentang tuntutan besarnyd Eot n kandis, potens, aspirasi dan

:E“‘dak S1cpa, ugas-igas dad furgsi pOKX wEU&:udEE:Egﬂagﬂn demikian alokasi dana yang

ft’“tuhan il di masyarakat untuk SUSH L iatan dapat memberikan manfaat dan

1.5 akan untyk membiayal berpagal program dan ﬁi;u n dapat dicapal,

ngar'henﬂf dirasakan masyarakat serta kepuasan il

1 E;flhﬁanghah penyusunan APBD adalifgum gan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran
YUsunan Kebijakan Umum APBD

) p:l'nEﬂ!ara {PF’AS}

d Penmhahaﬁa” KUA dan PPAS antara Femie

1 pa ®tapan Nota Kesepahaman KUA dan

3

. pruSunan RKA-SKPD

h (APBD) harus mampu memberikan
mbiayaan alas berbagal sasaran yang

i APBD  untuk dibahas dan
KPD menjadi Rapﬂrd?ukan dalam proses Evaluasi

e Melakukan kompilasi RKAS N Sepelum dia) pios b
L ':TEEI':D;Eh Persetijan ketogts T”;gaa!:aﬂ gemarimah Dagerah (TAFD] 0=nd
g a - n f N ma
P 5an RKA-SKPD oleh Tim - -
'\—\_\_\_ -

o e
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K
= Penyusupan pokumen AkuntabITES ==



bahasan
_-yusunan dan pem rancangan
i %1:35 penetapan Perda APBD bary dapat dilakuk
B awa perda AFED tidak bertentangan ¢
Rgnyusunan rancangam pEraiuran kepala dasrah tentang penjabaran APGD
Semmhet‘:l;:ngﬁ?rlxt:!rtj‘:p::ghaqﬂdkumen racana tahunan tersebut akan diringkas dalam
dokumen PE.“ aris pada hakekatn ' 98Ngan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005, dimana
i r:-:r1 mJEIaksanal-:an pr htﬂarrnnEEFUFIM]"1 Kantrak kinerja atau kesepakatan kinerja bagi
kPO dai@ an komitmen ini F‘I'ICE;E;:& 5$mgramnya dengan arah dan tujuan yang jelas dan
Eﬂri pada akhir periode anggaran, an kinerjanya yang telah direncanakan

pada fase pelaksanaan, kontrol akan dilakukan secara : :
" R ] penodik kukan
adalah melalul pelaparan baik tiap bulan, triwulan e Media yang dila

Pada fase pelaporanipettanggungjawaban, salah sa
Laparan akuntabilitas Hnjeqa I_natansi Pemerintah
ok peninghataﬂmﬂfbﬁlkﬂﬁ kKinerja lebih lanjut.

r U media akuntabilitas kinerja adalah
(LAKIP). Media ini jJuga menjadi alat evaluasi

Pasal @ ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 telah menyatakan
perfunya laporan kinerja dalam rangka analisis dan evaluasi guna pengusulan anggaran tahun
perikutnya. Evaluasi kinerja ini sangat diperlukan untuk melihat kesenjangan yang terjadi antara
yinerja yang diharapkan dengan kinerja nyata yang dicapal guna memberikan rekomendasi
yang tepat dalam rangka memicu tindakan yang diperiukan dan usul penganggaran pada
penode berikutnya

Jika siklus manajemen sekior publik adalah sebagaimana tersebut diatas, maka siklus
dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja terdapat 4 fase utama yakni | (1] penyusunan rencana
sirategis, (2) perencanaan kineria, (3) pengukuran kinera (4) pelaparan dan evaluasi kinerja.

“SIKIUS AKUNTABILITAS
TROMPONEN TITAMA SAKIP

At Ky LAR Nidee ZRTN D
i TR A 4

Perencanaan
Strategis

Pelaporan

Kinerja

¢ [fafcans Kisand
Terwsnan {FRTH
v RN

Pengn kuran « Permligan

3 . Kinerjae [F&|
Kinerja
(i Koy




BAB |||
PERENCANAAN

A REN{:AHA STRATEGIS (RENSTRA)

Jisi, Mish, tujuan t‘jz_'" sadsararla strategis SKPD, serta mengsxgunksefgﬁ fl;"m:r?ﬁ n;ene;_mkg:
nituk mencapa U{uan 4N sasaran tersebut dengan memnerhituhgkangfait-:}ff-a h’lﬂn 'n"rzamm
maupun Eksternal yang ada. Sebagai cuslomer-driven maka proses sl annya
ggnantiasa memperhatikan keinginan dan kebutuhan masyarakat sebigai sfaggf:;;;ztnutamya

Ransiia martpasan dokumen perencanaan ¥ang berorientasi kepada hasil at 53
depan yang dunglnka_n dapat tercapai saslama kurun wakty 1 sam?mi Eﬁirrﬂnaus;?:ilm
sistenatis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala
yang ada atau yang mungkin timbul. Dengan demikian Renstra harus menyajikan arah

kebijakan, program ::I!Em _hegialan ¥ang tepat dalam rangka ian visi |
dalam mengantisipasi setiap perubahan yang mungkin ‘lEI'ngdi- EE T

Beberapa komponen penting dalam Renstra perlu dijelaskan sebagai berikut

4. Visi
Langkah awal dalam perencanaan organisasi adalah merumuskan visi.
\isi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan
cita dan cifra yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan
menyangkut kemana instansi harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara
konsisten, eksis, antisipatif, produktif dan inovatif.
Rumusan visi hendaknya :
mencerminkan apa yang ingin dicapal;
memberikan arah dan fokus yang jelas;
menjadi perekat dan menyatukan gagasan strategis:
memiliki orientasi ke depan dalam mendefinisikan dan menggerakkan sumber daya;
menumbuhkan komitmen:
menjamin kesinambungan kepemimpinan/kebijakan
2, Misi : :
Misi adalah penjabaran lebih lanjut dari visi. Misi harus jelas sesuai dengan tugas pokok
dan furgsi.
Rumusan misi hendaknya | ,
a. Melingkup semua pesan yang terdapat dalam visi,
b. Memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapal,
&. Memberikan petunjuk terhadap sasaran yang akan dilayant
d. Memperhitungkan masukan stakeholder.

-3-. Anaiis‘ i an Fﬂktﬂr H‘”r“:_i I{Ebﬂfhagilan L :
Da1amlin|;Ir:E1lt:fsTcg:ntudjuan. diawali dengan mg&akukan anahfasn ;?12;'5:3:11;” &ﬁ:{;ﬁk
guna mengetahui faktor-faktor kunci keberhasilan Berpe FEEe fo . X ana, sarana
tantangan, kendala dan kelemahan yand dihadap: termas ‘ :i'akan \ertiat Ealtor-faktar
dan Drasalrana serta peraturan PEW“daﬂg'”“d.a"gaﬂ A :aj gncapaian tujuan secara
ini berfungsi url'ltul-: lebih memfokuskan strafegi dalam rangea p

efektif dan efisien dari misi crganisasi yang &2 ditetapkan.

Tujuan )
Tujuan adalah sesuatu yang akan ica
= 5 tahun). Tujuan akan mengarehkan P2 Tujuan d
Kegiatan dalam rangka merealisasikan mw"da isy-isLl dan an
PEMyataan visi dan misi serta didasarkan pa s K naukur
-::Eaalgm bentuk kuantitatif. i dilengkapl dengan indihaﬂe k:n:gadi;gtiﬁkarl:'le g

a pe tujuan, mestl OFET EpEGUcE 38 '
hehgrh];;;';r;ft:: k:éigr;mn pencapasannya pada akhir P&

moon o

ihasi | ktu tertentu (1
' gsilkan dalam |8 nrglr.a wa

P2 Eifun:man sasaran, kebijakan, program dan
iy tetapkan dengan mengacy pada
alisis strategis, tidak harus

e e 6

ﬁ“ﬂ‘nma = s A :
; merfa
" Penvusunan Dokumen Akuntabilias !



gasaran

lah rumusan lebi P
Gasaran Ed_a I N 1ebin spesifik gan .
andek dan ::juﬂ.:l (1 tahun). Indikator s.asara?li;ﬂ-lll.rl g'aﬁiﬂm L ad
capaiannya (targe ). Isertai dengan rencana fingkat
strategi

cirated adalah cara yang digunaka -
dijabarkan dalam kebijakan, program dann E:;?ant—:anﬁencapa' juan dan sasaran yang
Kebijakan

jebijakan merupakan ketentuan-ketentys liadi
petunjuk pelaksanaan program dan Hﬂgiataﬂ_ Y29 dijadikan pedoman, pegangan atau

Prograim

Program adalah kumpulan kegiatan Yang: sistemati
hasl tertentu, 15 dan terpady untuk mendapatkan

Kegiatan
Kegiatan adalah apa yang dilakukan oleh seseorang atau unit tertenty.

Beberapa kelemahan umum yang masih dijumpai dalam dokumen perencanaan

girategis antara lain sebagai berikut ;

1

o

Lemahnya identifikasi atas faktor-faktor internal dan eksternal serta lemahnya

signifikansi hubungan antara isu/permasalahan dengan tujuan, sasaran dan strategi
yang dirumuskan.

Kurang tepatnya keterkaitan antara kebijakan, program dan kegiatan

Belumn adanya alat ukur (media pengukuran) untuk mengetahul  sejauhmana
keberhasilan pencapaiannya atau lemahnya indikator kinesja,

Dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2008 menyebutkan bahwa

Aenstra SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD, sedangkan dalam pasal 40 ayat
(4] menyebutkan bahwa sistematika dalam Rensfira sedikitnya mencakup °

ik

b R L

-1

Lad Fnd

Fendahuluan;

Gambaran pelayanan SKPD; _

|su-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi

Visi, misi, tujuan dan sasaran, sirategi dan kebu_a'r:an:

Rencana program, kegiatan, indikator kinera, kelompok sasaran dan pendanaan
indikatif; _ _

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD;

Penutup.

Ada tiga macam malrik yang sebaiknya menjadi bagian dalam Renstra
Matrik Rencana Strategis
Matrik Indikator Sasaran
Matrik Program Tahunan

Caontoh matrik Rencana Strategis |
RENCANA STRATEGIS
D :

Kegiatan
T 5E!-E-?ﬁf,§j




contoh matrik Indikator Sasarar .

INDIKATOR SASA
TAHUH HANHESI":E&HH ETHF.TE'Glﬁ-

Keterangan

il

73 300

-

| HEEE

%ﬂnﬂﬂ MW




plianyy SELIQEINNY WnyNor] URERSIATS ] UEOpd

" ..1...”.... .-nuhﬁmmn.....m. .-I...r._LH r..“.uﬂ....rhnl —....H._.ﬂun..um.“m“ Hn- h.—.lh._....-HH”...__u_.“._l.ﬂ#--.Tr ”H.'_.l.u_.-.-r.-_ﬂum._-ﬂmmmmm ..Iu.wr”mnuvlﬂqm.vdmummnﬂm“ﬁ ._T.J“t.ﬂu L q.. .fmrkﬁm T . i s e T = iy M||.| __ |
= = g z : .
3 e n & oo R = I & 7 22 ¢
22 (o) (B 5|2 2] cow (£ 5|5 5] (o [FE|EE| cow |EE|EE| (o G EIEE (0 | g | endon | wetSey
) 5= - = = n | s ] - : = = v
€2 vqny [ZE(3 | nan (55|35 nau 552 F| e [FE|FF| ™ |FE|EE| "W | qup | VO] PO weend | ON
i E 8 = = -G =t £ 3 s = S
et unye ], G oy unye ] § Y WnyE] s el b st e Lo F.EEE
e L IS
e | Wl el aan R s Rt T “_.mM.__.F
T Ll S I T
||||||||| uiEi ﬁ.l_”____.m e ::mjﬂu!mn

S1EALVHIS VNVONAY NVNOHV.L WVHOO !

UGS [ TREF0L ] FLREIT Jojuas)




geNCANA KERJA (RENJA) DAN RENCANA kiNERsA TaRUNAN RKT)
- tahap berik i

Padak mbaéﬁ:l dalgrr:“giai e Ran o ahun Matr Program Tahunan dalam Renstra
guangkan & MUk Rencana Kera (Ren|

selama perubahan dalam kebijakan,

bedaan antara Renja d strategis yang telah digariskan
| 0
— — RENJA an RKT diantaranya adalah -
T kan dike iaka — —a RET
eliputi apa yang a riakan NeToo 8
’r;susun dalam rangka penyusunan Hlﬂﬁ_—-—ﬁ apa yang akan dihasilkan

i : _
dan tindak lanjut pelaksanaannya EPEIJ;ETUH sebagai konsep Penelapan Kinerja

Eiﬁ digunakan sebagai dasar pengukuran
e nerja.
“Dihimpun oleh Bappeca Dihimpun cleh Bagian Organisasi

Berfokus pada input dan output Berffokus  pada oulcome  (bermakna |

o Peningkatan atau menyikapi permasalahan). |

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2008 menyebutkan behwa Rancangan
Renja SKPD dibahas dalam forum SKPD yang diselenggarakan bersama antar pemangku
kepentingan (stakeholder) untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan. Renja SKPD
sitetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD, dengan sistematika sedikitnya mencakup |
4 Pendahuluan,
7 Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;
3. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
4 |ndikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Rensira
SKPD;
Dana indikatif beserta sumbernya serta prakirazn maju berdasarkan pagu indikatif,
Sumber dana yang dibutuhkan;
Fenutup.

Contoh matrik Renja SKPD :

RENCAMA KERJA (Nama SKPD)

TAHUMN ANGGARAN ...
drpEmy: 0 taeneonk
Pamatintaban  .oooctioeess
CIGANIZEET . o ieececssins
5 Prioritas | Urusan/ | Sasaran | Sasaran Pagu Indikatf - E;ﬁn:-l iie ]
Mo | Pemba- | Program/ | Progra | Kegiata | Tanun Tahun | Tahun

i | depan | Dana
1 — ngznan I{Elg:;;atan :":I = ; : Iahl:{ -’;'_ | E gkl 2410

~ @

ol

hangunan, maka dalam Siklus
r:nif;‘ﬁ";ﬂl;i?ng ,-,E-],,._z,muat sasaran yang Eengat
] iferja yang nenda
atgu target Kinerja ¥ .
' -~ geluruh rencana Siev inerja strategis yang
E:; dalam saty tah“” mE;Td:rﬁT—,gan dalam sejumiaf .'“Eijgﬂrf ﬁ?sl!jkagiatan-kegiatan
van ?a]-am sat_u t.:_-murl. g I'|Js ini merupakan inﬂikatDFﬁE: visi dan misi. Rencana kinera
g do fickaey I-m:aE:rj_a_ BT dan vital bagl pencara ~enilai keberhasilan/kegagalan
i Mminan, menjadi =5UkPE”t;rr;?_lg digunakan untuk
Upakan tolok ukur

: fLl.
uat aripde terten _ :
Welenggaraan pemerintahan untuk § o ksud adalah Indikator Kinerja Kegiatan yang
ang dima

' teome), manfaat
: k output), hasﬁ_l[ﬂt.l |
( Ealnnr?l&imr sk d?ntarﬁg:agukﬁﬂ (inp) E;ﬁﬂ?t;tmmﬁinena dijeaskan dafam Bab
(4] N sebagai n ngen

E ] T i rrl
i\ "2fit) dan gampak (impact). Lebin 34"
i ——— 10

i =2 _._._'_'_'_7_/_.-—'_/_'_‘_'_ e ;
O e T T——

=] ee—
T — | ! i

Selain Renja dalam Siklus Fe

Akuntabilitas disusun Rencana kinerja T2

125
dicg
Mele
)
|




contoh matrik RKT

AT
(Nama Instangj) TAHUpJ:'l HUM"’"“ (RKT)
Misl: ........................
o=z 1 Sasaran T
i Tar Kegiatan
No | Uraian lrl"li?rl'liarj!gr get Program Uraian | Indikator . ke
(%) Kinerja aluan Target | |
B 5 EREEDD 51T
| Masisan
| Jumlgh dana | Bp.
Keliaran
AVER 11 Ed i rn iy buahd
unat dil
Hasil
Maniazl
Dampsk .

Setelah usulan anggaran tersebut disetujul cleh DPRD maka RKT/Renja berikut
Anggaran akan dirangkai dalam Rencana Kerja dan Anggaran (REA).

C. PENETAPAN KINERJA

1aj i kemudian para pihak
Idealnya, RKT diajukan kepada para pemberi amanat untuk k
mengikat su:r.u kesepakatan terhadap rencana _kmelqa yang telah disusun Kesepakatan
yang demikian dikenal sebagai suatu Penetapan Kinerja {PK)

Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suaty kemitmen antazrgﬂp;amheﬂ amanah dan
penerima amanah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun -

Penetapan kinerja yang pada hakal-:atn'_n,r.'a_ adla»lah knmrak_ E;r;;j;k?t:; lfeds:rﬁs?utgg
kinerja merupakan instrumen dasar agar para pimpinar instansi -

i -pragramnya. Dengan adanya komitmen
vang jelas dan terukur dalam maiaksanahant;;rﬁgsrs;gﬁ ms-;erbg:etahlﬂ s

i maka setiap pimpinan lembaga pemenn e A e il
dicapai oleh urﬁtierfan?a masing-masing serta mempertanggungjawabkan Kinera a3

Contoh Matrik PK :

AHUN oo
FERE (Mama SKPD)
T T ineri Anggaran
=4 P T Indikator Kinerja
3 Prograriama T indiator | Inaiketof Klrnallﬂ Ealea (Ro)
dan Kegiatan Sgsaran
- ‘_:;E_ﬂ-" e ¥ [ofens
s / i
= T {



Contoh PK.:
‘__ﬂ—F""__'_._._ T e

PENETAPAN KINERJA TAHUM

(Nama skpp)
Dalam rangka mewujudkan manai _ |
akuntabel dan berorientasi kepada haaliﬁmgn Pemerintahan yang efektif, transparan,

; Brsama inji kami i =] i
ek Nama SKPD) i I sampaikan Penetapa
Kinerja. .- { ¥ang merupakan o
dicapai pada tahun ........., sebagaimana terlampir Ihtisar rencana kinerja yang akan

Rencana Kinerja yang telah ditetapkan ini me
- 3 - + 1 ru k
ganisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi ;Tu:tlt;ﬁill[;
tahun anggaran ...

ukur keberhasilan
kinerja pada akhir

Menyelujui
WALIKOTA MAGELANG

MBEEIERG, s s
KEPALA SKPD

L




BAB Iv
INDIKATOR KiNgRyA

i ENGERTIAN

gebagaimana disebutkan dalam ‘Bab
ikan si ' ' L. pemerintah df
istem manajem dituntut untuk melakukan
::i?:kg:ns Eebas darilﬁﬁﬁn syea:E ELTEEETT-,E“T‘ adanya transparansi dan akuntabilitas,
2 ra terbuka kepada masyarakat apa 18 Bnggl Pemerintah harus dapat menjelaskan

e ' yang elah, sedang dan akan dilakukan k dian
cara prnpﬂrs_lﬂ_nal mempertanggungjawabkan kiner , an kemudi
ﬁfama kangsa ini. eflanya kepada rakyat selaku stakeholder

Namun permasalahannya adalah ba
_kuntabilitas dan kinera itu sendiri. Sehing
digunahﬂn untuk mengetahui capaian ki
masyarakat dapal mengetahui
pemerintahan tersebut.

daimana melinat dan mengukur transparansi.
g9a diperlukan ukuran-ukuran kinerja yang akan
_Winefja dan setiap organisasi serta bagaimana
komitmen yang dimiliki olah para penyelenggara

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atay kualitatif yang menggambarkan
tingkat pencapaian suatu kegiatan, sasaran afau tujuan yang ditetapkan cleh crganisasi.

Beberapa wakiu lalu, ada beberapa SKPD yang melakukan perencanaan dan
pengukuran kinerja bersamaan pada saat manyusun LAKIP, Perumusan indikator kinerjapun
dilakukan pada saat instansi menyusun LAKIP berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan,
Akibatnya, rencana atau target kinerja umumnya juga baru dilakukan pada saat LAKIF
disusun bersamaan dengan pengukuran kinerja sesungguhnya. Kondisi semacam ini pada
gilirannya mengakibatkan hal-hal sebagai berikut :

1. Indikator kinerja kegiatan ataupun program seringkali tidak memiliki relevansi yang tepat
dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, sehingga ukuran pencapaian sasaran yang
ditetapkan dalam renstra sulit diukur. Lebih jauh lagi keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan misi dan visi organisasi juga menjadi sulit diukur

2 Teradinya rekayasa target atau rencana kinerja untuk mendapat hasil capaian kinena
tertentu,

3. Tidak tertibnya sistem akuntabiltas kinerja, dengan beberapa indikas| .
Perumusan tujuan (goal) tidak jelas: - _
Sasaran strategis kurang spesifik, kurang jelas. dan kurang terukur,
Ukuran keberhasilan organisasi tidak jglas,

Belum berani menetapkan target-target kine
bagi pencapaian kinerja yang pptimal,
e. Belum memiliki sistem pengumpulan daia kinarna.

oo oW

rja sebagai beniuk kemitmen organisasi

B.TIPE DAN JENIS

Fenggambaran tingkat pencapaian suat
Utetapkan oleh crganisasi dapat dilakukan dengan

" Indikator kinerja kualitatif adalah indikator e
13_”F'a ada unsur kuantitatif dan menun]ub_ﬁ_hﬁl‘l k}:t.i
i dapat terjadi jika sulit menyatakan indik&\er A
fimbul pada saat menetapkan indikator tUUER =2
lasa,

u kegiatan, gasaran atau Iujua.n .:.-a.ng
dua tipe yakni kuantitatif atau kualitatif.

g yang dinyatakan daiam bentuk kalimat
tas sesuatu. Indikator kinerja huaiutanl
arja secara kuantitatif dan ini biasanya
salnya, fentang kepuasan pengguna

ikatar kinerja kualitati :
— : jelasan Indikator Kinerja

Nama Indikator afasnya dihat
Tag laut yand

‘T'F_‘_‘__‘_F i “Taut | 1 'E‘ﬂEiﬂl'li'i-
ngkat kualitas angrutan laut ;;'ﬁfas daersh SO il untuk
Maksud ari m-dl,n mengenal cakupan dan

f_liﬁl-l‘h'ﬂ!g;& !gE-I h’J 5|.|ﬂtﬁ.| dﬂ'El [ LT
i

_._-—'—'_'_'_'_'_

By |2 e



ikator kinerja kuantitatif adgajan ind| i

E- |ﬂd’ > ; |1';at|:_'ﬂ' leIE!

menyatakan kuantitas sesuatu. |ndikate kinerja k}jay?;?g mengandung unsur angka atau
perﬁentasei rasio, alau indeks. nitatit dapat berupa angka absalut,

|ndikator Kinerja kuantitatif absoly

t indikater Kinart
ik bsolut, misainya adalah indikatar kinerja yang dinyatakan dengan
‘_._._-_-— T
ma Indikator >
Ja Penjelasan Indikator Kinerja
PDRE Produk Dmﬂestik Regional Byuto,

Maksud dari  indikatnr i

L e satu tahun
Anaka Harapan Hidup Perkiraan rata-ata lamanya hidup seiak T

Yang akan dicapai penduduk (thun)
Maksa.ldl dari indikator  ini adafah. untuk
EtE:ﬂ:ien gmhjsam mengenal perkirazn rata-
ama up yang da dicapal pada
sekelompak nl::a'tdugduk.m nr.;df: pﬂ?ri
memperihatkan  keadaan dan  sistem
pelavanan kesehatan yang ada d suaty
negara atau daerzh karera merupakan bentuk

akhir dari hasil upaya peningkatan kesshatan
sacala keseluruhan

Indikator kinerja Kuantitatif persentase adalah indikator kinerja yang dinyatakan dengan
menunjukkan persentase suatu porsi terientu, misalnya .

Nama Indikator Penjelasan Indikator Kinerja
Laju Pertumbuhan Laju pertumbuhan  produxtivitas  sextor
Produktivitas Sektor pestanian (%) N _
Fartanian Maksud dar Indikator ini adalsh untuk

memberi gambaran mengenai pertum-buban
produktivitas suatu daerah d hidang pertanian
dalam sahu tahun.

Indikator kinerja kuantitatif rasio adalan adalah indikator kinerja yang '3":"' yaFakan dengan
menunjukkan rasio perbandingan antara sesuatu dengan yang lairT; FEAkT S,

; |_ Mama Indikator Penjelasan Indikator Kinerja

"

| Tingkat Melek Huruf, Rasio jumizh penduduk melek huruf dengan
jumlah penduduk. il e

ikcator ini menggambarkan Bng La
ﬂ?ip manusia, semaxin l'-cs:ﬂ tingkat mih;k
huruf, semakin rendah tingkat pendidikan
p-:fr:i:ﬂnlk d4sn  semakin rendah  kualicas
= hiduprya.

indi inerja yang
Indikator kinerja kuantitaif indeks adalah indikator Kinerd ¥

MENnunjuk indeks, misainya: _
o —Tasan Indikator Kinerja

dinyatakan dengan

Nama Indilator
Indeks Kemiskinan Manusia-

g TR dalah ketdakselarasan
ang selama L5 t!mdt-':;m? kinerja yang tidak tepat,
el permasal?:-hin F:ﬂdal‘“h penggunash ! ndikator kinerja pada
anaan, salah satu penyebadn unakan indikato .
Indif tor k ; PE-; nsi pEI‘I‘IEﬂ“tEh seba kkan keherhasilan pencapdian

liny ator kinerja insta

Gka

i

isasi dap ot pada beberapa tanun
Oltcame, artinya suatu organisast hj;;f:inaﬁ haru dapat dilihat p

8. Namun demikian, oulcome

! In_\___ _—.__________,__——H-""__f_ 14 :

o —

Peren g




gmudian; sehingga hubungan antarg
EEsungguhnya pada tahun yang akan da

Antara indikator kinerja

ng d :
ang harus bisa dilunjﬂfkw}g;:g. R

e ndika : :
ji Daerah, maka indikator tersebuyt '0F Kinerja persentase peningkatan Pendapatan

dapat digunakan ; ; 2
dapatan Daerah) maupun tingkat Pemer pada tingkat satuan kerja (Dinas
:s;ahp?ndtl-:amr kKinerja di berbagal sat enntah Daerah, Sedangkan pada kasus yang lain

erpenuhinya indikator kinerja pada tin
cnerja sasaran pada tingkat Pemerintah Dae
dagrah dari sektor pariwisata, indikator terse
pada perbagal satuan kerja, seperti Dinas
promesi, brosur, kalender wisata, dan afra
indikator kinerja jumlah jalan yang diban
indikator kinerja jumlah tata ruang cbyek wi

out akan dipenuhi oleh indikator kinerja sasaran
Pariwisata (A) dengan indikatar kinerja jumlah
ksi wisata, Dinas Pekerjaan Umum (B} dengan
gun dan dipelihara, dan Bappeds (C) dengan
sata yang disusun dan lain sebagainya.

Pada tingkat kegiatan, indikator kinerja kegiatan dibedakan men
benikut :

1. Indikator Masukan (input) : Segala sezuaty yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan

dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran (dana, SDM, informasi. kehijakan/peraturan
perundang-undangan, dan sebagainya)

2 Indikator Proses (process) : Segala bentuk upaya yang dilakukan dalam rangka
mengolah masukan menjadi keluaran.

urut jenisnya sebagai

3. Indikator Keluaran (outpuf): Sesuatu yang diharapkan langsung dicapaildihasilkan dan
suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik.

4 Indikator Hasil (oufcome) : Gambaran mengenai hasil aktual dari barangfasa yang
diproduksi oleh suatu organisasi, dengan kata lain adalag segala sesualu yang
mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah

Indikator oufcome sebaiknya "confrollable” tagi organisasi, oufcome yang meiiba_ﬂl:an
banyak pihak ataupun dipengaruhi secara signifikan oleh fakior lain sebaiknya diukur

sebagai manfaat atau dampak.
5. Indikator Manfaat (benefif) : Sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dan pelaksanaan
kegiatan, '

5. Indikato i : Pengaruh yang ditimbulkan balk positi maupun negatt
r Dampak (impact) g ~can asumsi yang felah ditetapkan.

| T l':‘f-ﬁ-T PERIYLILLIHAR = i
SEHA
. PENYEDRIAAM  INGKUNEANE 5 ‘
Kegiatan| = GENERIE UNTUK i
“pUsSEESMAS | | peEBRAMPUNGALL |
| [T DAMA YANG RBUTUMKAN |
HIAN [ DAMAYAN
[ DANAVANGORUTVHEES |
] [ TENAGA PENYLILUH YANG
E M""H““Hmmmm L BERASAL DARI RIASYARAKAT
W ke puskEsMAS SETEMPAT
p———— o e e
RO S =,
S e | T AR CARAPURI TR B
S G?&Eﬁiﬂsﬁﬁ? MINM_P-'IT PL_r:l_'_r‘ELuHm B
DITERIBAA |-=
S EIINGAATAN KESA DARAN
___q_,__—-——ji—-—'—lmj padraRARal THD Hlnil-EHnmm
PENINGKATAN (B LML
pENGOBATAN | l_——
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e AT PARPAELIHARA |
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e TERAT KESEAATAN LINGRLING AN .
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Eﬂntﬂh Fndikatﬂ'r F.i:r']ar'a Ei‘dﬂn
—Janis Indkator [ T KEWenangan Pengidan

N | ' Alat
. dan Klasifikas| Indikater ot ke Kete-
- or
-m‘lﬂj?_:_—_ ———2.0f Rinerja Tipe Satuan | rangan |
—— T kuantitas Input Jumilah tenags
1 ﬁEmtﬁmbinagn 5:29 r::[‘i:-'hﬂn Kuantitatit | orang
|~ asan
Jumilah tenaga Pembangunan T -
s R 1 3]y uantitatif | arang
= | Kualitas Input Rasio anggaran — _
[3 | Kehematan Jumiah biaya kegiatan K e_:'lt?]fga L
| penggunaan input uanttatit | Rp
PROSES: _ b
(1| Frekuensi sumiah kegiatan diklat Kuantitatif | Kali -
= . J'..Il'l'llah han k&giaiﬂ.n Huantil.-ﬂtlf Hari _,
2 | Ketaatan jadwal | Prosentase Kegiatan yang tepal | Prosentase | %
wakiu :
3 | Ketaatan terhadap
ketentuan/standar
[OUTPUT : =
1| Kuantitas Output | Jumiah peserta dikiat : Kuantitatif _g;ur_:ang:____ :_ il
: Jumiah bangunan yang direhab | Kuantitatif | Buah
. 2 | Kualitas Output Peserta dengan nilai baik | Prosentase | %
S0 yang sesuai standar Prosentase | %
3 | Efisiensi Biaya diklat per orang Rata-rata | Rplorg
Biaya pembangunan perunit | Rata-rata | Rp/bh
CIITEERIES: 1 U I
1 | Peningkatan Prosentase pendidik Kuantitatif | %
pasca kegiatan berkualifikasi
Angka partisipas | Kuartitatif | Rasio
2 | Perbaikan proses | Permohonan akreditasi yang Kuantitatif | %
dapat diselesatkan lepat wakiu |
Jurnlah SO yang mempunyai Kuantitatif | %
_ laberatorium = -
3 | Peningkatan Rata-rata lama proses akreditasi | Rata-rata Hrfijin
| efisiansi s o
4 | Peningkatan Kepuasan masyarakat kol
kualitas

C. SYARAT DAN KRITERIA

 Sebagai alat ukur, indikator ki
d"ama"an‘.-’a yang terkenal adalah SMART :

1. Specific (Spesifik) : jelas sesual dengan prod
difahami dalam memberikan informasi yand tepa
Kegiatan dan atau sasaran, terfokush
Yang berbeda-beda;

2 Mea .
'®asurable (Dapat diukur) g
dimungkinkan dapat dianalisis secara statistik;

il a
3, Attainable {Dapat dicapal) : mEﬂgg?mbm;;a?Er:;UP
®rkait dengan ketersediaan data, baik daid

- ang di

4. Eﬂajis:,'g;_qe;wan  langsung barka!uan dengan yand
*Mampuan/keterbatasan organisas! |
Fimety (tepat waktu) | sesual dengan situasl

dapat dikuantifikasi,

N

| tentang
idak bias sehingga

dan kondist saat

; ; tian lerdapd
kine.. S@bagai referensi, dalam teari-teor ”éﬂﬂ.p Kuantitatif
rr.ti”'?‘_ yang baik, yakni Langsung. Objektit '

9Kin), Praktis dan Dapat diyakini

nera yang baik memiliki beberapa prasyarat,

ram alau kegiatan, sehingga mudah
hasil atay capaian kinerja dar?
tidak menimbulkan interpretasi

dihitung, dibandingkan sera

yang diinginkan.

t peberapa kritera indikator
(jika mungkin], Terinet {jika

tau sesualu yang diinginkan_, ha! (A
un akhir, target maupun realisasi,

ukur, lazim, mem pertimbangkan

15




. suatu indik '

k La:: akan divkur méﬁ;‘:&f‘;ﬁiﬁﬂ“mﬁsﬁdapat MENGUKUr sedekat mungkin dengan hasil
tingdi alauulﬁlhih rendah dibandingkan deng:ihﬁar:ﬁ“?a dikaitkan pada tingkat yang lebih
wlisainya, “Banyaknya alat konirageps; yang di yang diukur,
suaty kegiatan "Peningkatan pengg gunakan

indikatar pengg E‘_ﬂtl mungkin dapat digunaka
masai_ih n Eir.?r?jgfr:lgadfnhsjn rank&mam_hi fungsinya dalam memberikan informasi Untuk
fﬁ:;'e;en. 1. yar sedikitnya indikator winerja memang tergantung kebutuhan
Misainya, pada suatu wilayah desa sg
cgcara langsung. Pengukuran saper;
neflantal semen” atau "Persentase kelya
sepeda”, mungkin akan berguna meskip
kasar. Asumsi yang digunakan
yang lebih baik dibandingkan d
seperti yang disebutkan di atas,

Apabila terdapat Dukll yang meyakinkan dan memadai (misalnya, didasarkan pada risef
atau pengalaman di tempat lain), maka indikator pengganti dapat merupakan indikator
yang memadai, meskipun tidak seakurat pengukuran langsung,

Obyektif. Indikator yang cbyeklif tidak memiliki ambiguitas mengenai apa yang akan
divkur, Jadi terdapat suatu kKesepakatan umum tentang interpretasi terhadap hasil, yaitu
indikator tersebut hanya mempunyai satu dimensi dan fepal secara operasional
Mempunyai salu dimensi artinya bahwa indikator hanya mengukur satu fenomena setiap
saat. Hindarl untuk menggabungkan terlalu banyak fenomena dalam satu indikator. Tepat
secara operasional artinya tidak ada embiguitas atas data apa yang akan dikumpulkan
untuk suatu indixator.

Misalnya, “Jumlah perusahaan yang berhasil® adalah masih argumentatif, tetapi “Jumlah
perusahaan yang mendapatkan peningkatan pendapatan sebesar minimal 5%" adalah
sesuatu yang tepat secara operasional.

3. Cukup. Sebagai suatu kelompok, indikator kinerja dan in-:iihg.tnrqnd'rhat_nr pendukungnya
seharusnya secara cukup mampu mengukur hasil. “Berapa indikator kl!"l&rjﬂ yang harus
digunakan untuk mengukur suaty hasil?" ,Jawal:uann'_n.';_a tergantung pac_fa. ak}' kc:-r_ns‘mlijksnasll
hasil yang akan diukur, b) sumberdaya yang {Pygetia MALLK mamnn}tmﬂ :nir“?ﬁh igmﬁl
jumlah informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan FT;HQ :f"ﬁghiﬂﬂ satﬂ s
hasil yang langsung dan mempunyai pengukuran yang benar can tehz i .adalah
saja sudah cukup, Misalnya, apabila hasil yang dnter!.tL_:kan Ltr«l.11T diﬂiﬂfl'?ﬂl e raric
"Peningkatan ekspor tradisional’, indikator -N:I|EII dolar dari tggzgncrmjp el agahﬂa pail
adalah cukup. Apabila dengan salu indikator saja temyata ; e nciison et
manfaat yang dihasilkan dari pengukuran terhadap !::ebifﬂr hanyak indikator sebaiknya
dua atay lebih indikator mungkin diperiukan. e iu tersedia uniuk pengukuran
dihindari, Diperlukan keseimbangan aniara sumberdays Jntﬁ. membuat keputusan yang
kineria dan jumiah infarmasi yang diperlukan manajer .

Memadai. lebih obyektit dar
- Kuantitatis (jika mungkin}). Meskipun indikalo? miﬂmﬂsﬁ:}g lt;-:t:! az é: i ; tle

indikator kualitatf, ketepatan angkanya MeMUNGRECPT, b obe dapat mendukung angia,

hasil dan hiasan‘;’la lebih disukai. Sedangkar 'ﬂgﬁf;ﬁgram.

Persentase dan informasi yang menghidupkan

it kat dari segi
, - m di tingkat masyara
Terim:i (jika mungkin). Merincifmemﬂah hasil progra ya penting dari sudut pandang

:  lai biasan :
IBnis kelamin umur. lokasi, atau dimensi Fﬂé"g:ﬂ}':angan kegiatan Sering memeriukan
3 : n pen

Mana; i iukica dan mempengaruhi kelompok
PEndaéE;tg: ?,gi:‘aﬁ;ﬂedf ?Jr;:LtJLTiI: kalompek yand berbes? mbantu menelusuri apakah

ta yang '@ libatkan kelompok
='Sebut dengan cara yang perbeda. Pata ¥2 o kemanfaatan med

Koo tidak, o4 indikater kinerja harus
ers i o berpariisipas! 250 " adalah balk BANEE
20Ut dalam kegiatan. Ol8 '
*BNsifif terhadap perbedaan tersebul

ngal sult untuk mengukur tingkat pendapatan
Persentase keluarga di desa yang rumahnya
rga di 'dE‘SEL yang memiliki radio, atau televisi, atau
Un merlipakan pengukuran pengganti yang sangat
adalah bahwa apgblla suaty keluarga memiliki pendapatan
engan keluarga lain, mereka akan membeli barang tertentu

]

rincl mMEe

=i T




caktis. Indikator kineria dixatakan '
* Tengan biaya yang wajar. Untuk m

¢ apal diperoleh pada saat yang tepal
=pharusnya menyadari hanya akan

2 : :
fMdapatkan informagi Kinerja yang berguna, instansi
8 ¥anq wajar atau tidak berlebihan.

= ANGKAH-LANGHKAH

x ngkuti Siklus Akuntabilitas Kinerja Pada
tahap aw;lmgi;im:sﬂF;ianmkgghlatan (REARK biasanya indikator dibuat ; dengan
Esumsﬂ?ﬁ I-:Iinerjagini I-:}iada%'g E:t;ans; ILQE:( dlﬁngkal_ - larm prakk alat ukur Kinerja ataupun
falok U - % ukaniah alat ukur terbaik. akan tetapi sering kali alat

kur yang paling mudan penggunaannya, sehingga t ' - i
:Enggunﬂﬂﬂ alat ukur yang menyesatkan, ngga terdapat peluang atau kemungkinan

Memaham visl, misi hingga TUJUEH dan sa

e e saran strategis me k dal awal
untuk dapat membuat indikator kinerja yang handal. i

ada dua bagian indikatar menurut periode penyusunannya

1 Indikator kinera sasaran : disusun dan tertuang dalam dokumen Renstra Indikator ini
kemudian diturunkan kedalam sasaran-sasaran tafunan, yang selanjutnya menjadi cikal
nakal adanya Indikator Kinerja Utama.

2. Indikator Kinerja Kegiatan ! adalah indikator kinerja masing-masing kegiatan sebagaimana
‘ ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinera.

Indikator kinerja sebaiknya selalu di-review fidak hanya terhadap capaian indikator
kinera saja, tetapi juga terhadap indikatornya sendin yakni terhadap keandalan alat ukumya
sendif (nomenklatur/stalement yang diluangkan). Harapannya adalah ketika indikator telah
ditetapkan dalam format Penetapan Kinerja, indikator tersebut sudah merupakan alatl ukur
yang tepat.

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Paint-point penting dalam Peraturan Menten Megara Pendayagunaan Aparatur
Negara Momor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penatapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah adalah sebagai berkut

1. Pengertian

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalan ukuran keberhasiian
strategis organisasi (Pasal 1).

2- Pemilihan, Pengembangan dan Penetapan KU

a2 Walikota wajib menatapkan IKL untuk Pemerint
mandiri di bawahnya (Pasal 4). 1 _

b IKU ' Pemerintah Kota sekurang-kurangrya HUE:E*I':E'QSETJEL E;fg

. {autmﬁg]a hndgahnatkan IKU pada unit arganisasi set:nﬂkﬂlﬁﬂ}ﬂfﬂ:;al 2 j
mandiri se'k jfa ng-aurang nya adalah indikatar keluaran {outp! :

timbangkan (Pasal 6}
C. Pemilihan dan penetapan IKU harus el pﬁxumen sirategis lainnya;

: d
1) RPJM, Renstra, Kebijakan Umum dan o lainnya;
2) Bidang kewenangan, tugas dan flngst STHE F?r:gn akuntabilitas kinerja;
) Kebutuhan informasi kinerja umutk fwa i
4) Kebutuhan data statistik pemenni hangan Iptek.
5) Kelaziman pada bidang tertentu dan L tin
amangku kepentl g

?P:Il?ﬂ‘lilihan dan penetapan IKU melibatkan &

dari suatu tujuan dan sasaran

gh Kota dan SKPD sera unit kerja

an (stakeholder) (pasal

instansi yangd bersangkutan dengan

impinan

Pengaturan lebih lanjut ditetapran ?Tﬁ as; pl
Derpedoman pada peraturan menter \ienteri Negara Fendayagunaaf;l &r;ara?r
uran e ator Kinerja Utama pada
Nega Hal senada tertuang dalam Z?a,r;ghuthaﬂ pahwa Ind;ﬁ::;mg_ Qleh karena IKU pada
el '8 Nomor 20 Tahun 2008 yand ut darn gunakan indikator

Un.ltap tingkatan unit organisasi meliput! 17 ng-kurangny

geklrd
\&Tsi sefingkat eselon WSKPD 18

LA, - g
- L i P | __-—'——'_'_'_——'_



aran (output), maka unluk mafihat b
HElﬂllju ditakukan evaluasi dan analisis. UBungannya dengan outcome yang akan datang

wqunkan kepada sistem manajeman i Vel alau tingkatan organisasi harus dapat
d arasan diantara keduanya, Dalam s, VAU atau kelompok sehingga terdapat
heﬁﬁnff';gk akan ﬂis&laraskanfd-ﬁngiimkiﬁm?m ot aperepkan bafwa Kinerja indiidu dan
o : ; ; Bfla unit i i sahi i j
urganisasl.l'lnitanlsa 1erﬂ?PEll maka tujuan indivigy datau e pean (e
anisasi atau instansi pemerintah da

mpok guna membantu dalam (s
alall kelompo ! rangka menc [
sgbagai telah ditetackan dal £ ! :E:.I tujuan pelayanan kepada publik

Kerangka kerja penyusunan IKU dimulai dari identifi
dikator pada Ida.Har awal yang diusulkan sampas
penetapan resmi dan pengorganisasian Penerapannya.

Dalam penilaian kinerja, seringkali terdapat perbedaan : : . '

: T e S ' : persepsi antara pihak “dalam

dan pihak “luar” organisasi. Untuk mempersempit kesenjangan terssbut, diperlukan pelibatan
para stakeholder untuk mendapatkan kesepakatan kinerja yang diharapkan, Pihak-pihak

lerkait tersebut diantaranya adalah DPRD, Sekretariat Daerah, Bappada, Dinas/Lembaga
Teknis terkait dan kelompok masyarakat tertentus,

Proses Penetapan |KU di tingkat Pemerintah Kota dilakukan oleh Tim yang terdiri dari
unsur Bappeda, Inspeklorat, Sekretariat Daerah dan unit lainnya yang dapat membaniu
aroses ini. Indikater yang dipilih merupakan ;

- Indikator gabungan (kempaosit);

- Indikator-indikator yang merupakan outcome |

- Hasil program dan kegiatan ulama pelayanan masyarakat;
. Indikator makro;

- Sebagian indikator fisik (fasilitas umum dan infrastruktur).

Penetapan IKU di tingkat SKPD dapat dilskukan bersamaan dengan penetapan
Renstra SKPD, namun tidak terfutup kemungkinan dilakukan penetapan tersendin, Dalam
Keputusan ini sebaiknya juga dimuat beberapa hal, antara lain |
- Kewajiban menggunakan [KU sebagai ukuran keberhasilan;

Kewajiban menggunakan KU dalam perencanaan tahunan, penganggaran, pengukuran
dan pelaporan serta dalam pemberian ganjaran dan sankst
Pelaksanaan reviu dan evaluasi pelaksanaan KU

Contoh Matrik IKU

Kasi dan pengumpulan sejumiah
pada penilaian, seleksi, pemilihan,

Lampiran Keputusan ........
MNomor

Tanggal |

INDIKATOR KINERJA UTAMA ... (nama SKPD)

TUGAS DAN FUNGS| - -.cco,sioriosi ]
— e e TR aRauAe | Sumber Keterangan
Sasaran Renstra Indikator Kinesja e Data

[ | | Uta;‘“a_'_,_——_'__-_“_._'_

e —— e ——

s J/d___ pakar ku mpulan (copy

- aran merupakan K .
'||'"|i, hﬂhwa Ir}dlka:ﬁ;;rzzikan kumpularl Indlk-ﬂt!ﬂr [-:Eglatan_
gram ',-.fﬂr'IE 'Jatslkﬁﬂ ndikator sasaran yang dituju.
gen

Banyak pemahaman saal

ET’E} dari indikator oufcome Pro i
Naman inj pada dasarnya belum M




contoh 1KU

e

—

Bidang

"8\

Pandidikan

Indikatar I{ineq'a Utama

Reff

Nilai Hatam-[; Hruf (AMH)

ing:a Lulusan (41

naka Mengulang Sekolan A
Angka Putus Sekolah I;AF'S][ Y
Angka Rata-rata Lama Sekolah
Angka Partisipas; [APKIAPM)

Rasio Ketersedias
Rasio Sisws n Sekatah

Rasio Kelas
Prosentase Fasilitas, gl

5 | Kesehatan

hknas
PP B/ 2008
MDG

Usia Harapan Hidup
Angka Harapan Hidup

Alokasi anggaran perka pita
Angka Prevalensi Penyakit
Angka Kematian

Angka Kelahiran

Angka Kesambuhan
Prosentase Gizi Buruk

Proporsi penanganan

Rasio Dokter, Paramedis, di
Rasio Posyandu, Puskesmas, dll
Prosentase rumah sehat
Prozentase Jamkesmas
Kepuasan Masyarakat, dll

3 | Kependudukan dan

| Tenaga Kerja

Elep:l-:es

PP 6 /2008
MDG

Laju pertumbuhan penduduk
Angka Kepadatan penduduk
Jumlah Akseplor KB
Prosentase penggunaan alat kontrasepsi
Prosentase Keluarga Prasejahiera
Angka Partisipasi Angkatan Ferja

Angka Pengangguran

Angka ketergantungan

Prospek kesempatan kerja

Jumlah permintaan tenaga kera

Rasio tenaga trampil/terdidk

Angka sengketa, dl

Departemen
PP & /2008
MDG

Pem uda dan Olahraga

jumiah kegiatan olahraga massal
Jumiah kegiatan/organisasi pemuda

Laju Prestasi
Rasio sarana clah raga

ol

_F'E't‘anian

Koperasi, Perdagangan
an Industri

—m

Luas lahan _ _
Jumlah Prﬂdukmmumud;tas
\olume panen

lai ekspor : .
[J;ﬁk ;Eﬂflmbﬂ haryPORE Pertanian

| Pendapatan perkapita petani

han
rosentase kebutu _
Euﬂlitamuamitas tenaga sarlatih

[ ' d
Nilai investast rﬂﬁn;;i "
“Prosentase huperaslhaaan
Jumiah UKM/perusa
Volume pardagangan

atal omzet i
I’oluma pameran dﬁ” peat
Jumiah jenis prody




“gumberdaya alam dan
ingkungan hidup

Prosentase Penang
Pencemaran udarg
Sertifikagi AMDAL

Jumlah kasys Pelanggaran

anan sampah
- air, imbah

- —[Kesejahteraan sosial

Rasio tehang pitik, di
Angka ke

miskinan
P&Humhuhan PDRB
Laju inflasi
Indeks Ginj

indeks Pem bangunan Manusia

Frosentass LeEnampungan sosial
Rasio PMKS. oy

— | Pembiayaan
Egmbangunan Daerah

e

0 | Tata pemerintahan
yang bersih

- -

—

Jumlah/macam pajakiretribusi daerah
Rasio PAD

Rasio wajib pajak dan jumlah penduduk
Potensi penerimaan daaran

Rata-rata capaian Kinesja SKPD. dil

indeks kepuasan masyarakat

Indeks persepsi karupsi
Jumlah kasus KKN
Temuan pemeriksaan

Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti
Pelaporan kinerja, 4il

|_1_-; Dan lain-lain

o




BAB v
ENGUKURA
P N: EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Terdapat berbagai macam metoda ines
: =1008 pengukuran kinera I Sig Si
Sr:un_anlzsrd. ME:G‘JW Baldridge Idan. lain-lain, Organisasi dap:tr] m:fnﬁlf:agégmséﬁmeaﬁI:Eaarlgﬂgi
sendiri kerangka pengukuran kinerjanya sesuai dengan fokus-fokus yang digilib :
Pengukuran capaian kinerja dalam siste
caknl dengan cara membandingkan antara
Linerja yang telah ditetapkan sebelumnya,

m AKIP adaiah pengukuran yang sederhana
rencana dengan realisasi dari setiap indikator

Proses pengukuran kinerja pada dasarnya mencakup hal- ol
.+ Identifikasi kinerja yang diukur ¥ p hal-hal sebagai berikut -

5 Memilih alat ukur yang digunakan;

1 Menetapkan target yang hendak dicapai;

(Ketiga langkah ini sudah dilakukan pada saat perencanaan)
4. Menetapkan sistem pengumpulan data kinera;

5 Melakukan pengumpulan data kinerja;

6. Mengukur kinerja;

7 Melakukan evaluasi dan analisis atas kinerja;

B. Menyimpulkan.

Penghitungan capaian kinerja atas indikator inputf, output dan oulcome menggunakan
dua rumus :

1. Apabila semakin nesar realisasi berarti semakin baik kinerjanya (positif), atau sebaliknya
semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya (negatif)

Rumus Realisasi
Pendek

Rencana

: ; r et produk yang dinasitkan 150 umt_terealisasi 200 Uni.T
Contah : Indikator output larget p o dipsrsiacken sohingns terdapat hasi

dengan tidak melebihi anggaran ya
ang optimum,

200

------ x 100% =13333%

realisasi berarti samakin buruk

in besar makin |
il isasi semakin baik kineranya

2 : o
Kebalikan dari kondisi diatas, apabia amakin kecl real

Kinerjanya (negatif), atau seballknya =

(Positif)
Rencana - I_Heallsasi—Tle_ i
“ 3 Rencana
Mau | (Eaene) I
T st
e 000,00 terserap Rp 9.000.000,00

rp 10.00 s
Contoh - Indikatar input jumian anggaragﬂuti'ang 4ama, seningga

untuk mendapatkan sgjurniah od

tardapat efisiensi,
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10.000.000 -~ 9.000.000-10,000,g00

10,000,000 =% 100% =110%

pada saat ini hal yang umum diterapkan adalah -

kan rumusg : !
ppul mengguna NUs panjang, karen _
- iuﬁ‘slah anggaran yang disediakan; 3 realisasi penyerapan akan selalu dibawah

ylout menggunakan rumus pendek | ,
2k Ea;;}ngﬂasa yang dihasilkan: arena sebagian besar oulpw! berupa produk

.. Qutcome dapat menggunakan rumus

i Pendek maupy | i
kondisi yang diinginkan, apakah bermakna positif alaﬂ nna;laahr;{ang LS

Target pendapatan 1 milyar terlampaui menjadj 1.2 milyar, maka dengan
menggunakan rumus pendek diperaleh capaian kinerja 120%

2. Realisasi > Target = buruk atau Realisasi < Target = baik
Jumlah kasus penyakit menular ditargetkan 10 kejadian, pada kenyataannya

terjadi 15 kasus, maka dengan menggunakan rumus panjang diperoleh
capaian kinerja 50%.

Jika saja yang terjadi 8 kasus maka hasilnya 120%. Rumusannya sama
dengan Target/Realisasi x 100%.

Secara agregat, capaian Kinerja indikator darl masing-masing kegiatan dirata-rats
menggaunakan rumus:

I Nilai Kegiatan
Nilai Capaian Kinerja = -—---mmeremeees -
In kegiatan

Hasil pengukuran kinerja masing-masing kegiatan dan sasaran dituangkan dalam
Form PKK (Penukuran Kinerja Kegiatan} dan Form FPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran)

Contoh matrik Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN ...
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getelah dilakukan pengukuran gan Evaluasi ki
inerja

lanjutny@ hasil nilainya dikategorikan e terhadap kegiatan dan sasaran,

cg .
.an dari BPKP, maka skala penilai nggunakan skala ordi ;
nila amilai iEdiiiotia th:rltglan kinerja adalah sehand E;frlifll{lmh:ﬁammk pada skala
Niai>558/d 70 cukyp
Hilai?Tﬂ s/d 90 L baik
b= © sangat baik

FIE- gUk.U| =1 k;! I'E'rja REQHTEH dilak air d.E an
! : UI“;. i/ r mi fin capa

f ¢ B aian kineri : i
cegiatan. Indikator outcome dijadikan sebagai tolok Lkur dajarm e r?éﬁ&b:;gt?;;iaanuﬁ:gig

-azaran sebab indikator outcome lebih :
kagiatan daripada indikator input maupun indigﬂ?z::;:ran ReE R
Pada suatu ketika seringkali lerjadi
2 : perubahan-
yebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Sehingga nj
lidak semestinya dibandingkan. Lebih penting dari sekedar g
- d melihat berapa r
ang d!perulegEh?dalah bagaimana substansi pencapaianikinerja 3535 h'ﬁﬂgﬁgnﬁ
misi/sasarart ngga untuk mendapatkan manfaat dari penyusunan LAKIP adalah
malakukan evaluasi dan analisis atas target dan realisasi dari indikator yang telah ditentukan.

i

Dlléruhah_an yang cukup signifikan atas
I3l capaian kinerja menjadi sulit atau

EVALUASI DAN ANALISIS

EFELUEE' kinerja dapat digunakan untuk melihat perbedaan kinerja (gap) dari capaian
yang diharapkan dengan kenyataan yang lerjadi. Hasil analisis dan evaluasi lebih lanjut
dapat digunakan sebagai umpan balik unluk mengetahui pencapaian implementasi
perencanaan strategis. Fungsi evaluasi adalah uniuk mengetahui tingkat keberhasilan dan
kegagalan suatu organisasi dan memberikan masukan untuk mengatasi permasalahan yang
ada. Sedangkan keuntungan yang diperoleh antara lain untuk perbaikan persncanaan,
stralegi, kebijakan; untuk pengambilan  keputusan; untuk tujuan  pengendalian
program/fkegiatan, untuk perbaikan inpul, proses, dan gutput, perbaikan tatanan atau sistem
prosedur.

Evaluasi dan analisis capalan kinerja antara lain meliputi aspek akuntabilitas
keuangan, aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

1. Akuntabilitas Kinerja Keuangan mencakup pertanggungjawasan a_tas- valug of money yaitu
pengalokasian dan penggunaan sumberdaya secara ekonomis, efisien dan efekiif.
inpui secara cermal, hati-hati, hemat dan dapat

2. Aspek Ekonomi mencakup penggunasn :
ak perlu, Secara spesifik sebenarnya mencakup

berarti mengurangi biaya-biaya yang tid
kajian atas :

a. Perbandingan antara anggaran dan kebutuhan dana gahenamya.

b. Perbandingan antara anggaran dan penggunaannys

¢. Penggunaan dana secara maksimal _ _ L !
Untuk Egpal melihat hemat atau tidaknya suatu kegiatan. perlu dilihat __r;-lall el saﬁn
kegiatan-kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan dan pengurangan i ap g yang
Oufputnya tida ai, o
Rasio Eyknnnnl;:i tgirgiﬁakan untuk menggambarkan atau meng::ﬂhi:ﬁsl?mﬁa::gu:ﬁtu ;rlgilt:g
giﬂ’ﬂliki digunakan untuk memen.fi |umutaL1 Tﬁﬂ:k::eizch?tung berbagai pengeluaran
an kuantitasnya. Rasio ekonomi digun® = faia Jain merjawab

: : el argkat, Dengan ka ]
Y8ng digunakan untuk memenuhi tuntutan masy R tuhkan atay tidak

m i ingin dicapal,
ENngapa service itu ada, apakah yand 9 it secara berdayaguna. Dalam hal

m :
. ;&spek Efisiensi berhubungan dengan pten?gﬁu;:aﬁgp‘u f yakni diperotehnya l:‘IEIEH keluaran
Nl mencal ingan antara oupl ' {ana serendah-rendahnya
Froduk 1EI'?:I$[ ps;t;an?-«,mggnggunﬂan sumberdayd aan di‘:[:] menganalisis apakah isi dan
5o Efisian:i ,jiggu?qa}fan untuk meﬁﬁgambarkar‘l d diinginkaﬂ dengan mangguriakan
Halitas output spesifik sesua dengan spes

'rfi!_-:ashﬁﬁﬂtfg yang digunakan dalam pelayanan
Elt"”ber dana yang paling kecll. Apakah sum 5 h menjadi oulput

: per ftu diruba P
9tnakan secara efisien kefika U e gjuan atay sasaran, yakni hasilguna
"iSpek Efektivitas berhubunga

gpai.ﬁl'l Lk takan tentang berapa
M program/kegiatan yang diiaksanaka ai fujuan tertent

an PENEEREl L o tidak menya _
n deng witas fida 5 taprlﬂt}'&h pada sejauhmana
L8ar biEl}lEl yang dikeluarkan yntuk mencap anisasi be

rhasil mencapal tujuan, maka

; i 15 suatu 078
r'\ﬂencap'a'a“ tujuan itu sendirl. Apabila & =
T T ;




anisasi tersebut dapat dikatakan ga
ﬁ:gngi nginkan pemerintahan dapa berjzl;‘laﬁﬁ
ncpek efektivitas adalah bagaimang gyar,
telah ditetapkan. F*enguhurannya ad
.ntara cufput dan outcome,
palam pelayanan publik maka, Ras

falan dengan efsktif. Namun demikian, publik
SECara efisien dan efektif

ﬂ'[QElrl'lsasi dapat mencapai target-target misi
alah dengan melinat hubungan signifikansi

i i i
2 ETEH_'WIEB digunakan untuk menggambarkan atau
Blaragkan antara kehijakan dan tujuannya -

secara lebih spesifik, evaluas] dap analisis pada setiap indikator se bagai berikut -
; Kinerja /nput dapat
penggunaarn input.

2 Kinerja proses dapat berupa frekusnsi
ketaatan terhadap standar/ketentuan daj

berupa k ' :
Pa kuantitasnya, kualitasnya afaupun kehematannya dalam

prosesikegiatan, ketaatan terhadap jadwal dan
am melaksanakan.

3. Kinerja Ouiput sama halnya dengan pengukuran kinerja inpuf yakni berupa kuantitasnya,
kualitasnya dan efisiznsi dalam menghasilkan output.

4. Kinerja Qutcome I:Iapat_ berupa peningkatan kuaniitas, kualitas, proses, efisiensi,
efektivitas, perubahan perilaku, pendapatan dan sebagainya.

5. Kingrja Dampak (benefit dan impaci) adalah mengukur outcome-outcome yang lebih
makro, memberikan QE!-FE'IIhEIIrEn efek langsung maupun fidak langsung dan keterkaitan
antar oufcome. Ukuran ini digunakan dalam kebijakan strategis yang lebih luas.

.UMPAN BALIK

Hasil evaluasi dan analisis kinena secara keseluruhan akan sangat diperlukan uniuk
melihat kesenjangan yang terjadi antara kinerja (kondisi) yang diharapkan dengan Kinerja
(kandisi) nyata yang dicapai. Selanjutnya akan dihasilkan rekomendasi yang lepal dalam
rangka memicu tindakan yang diperiukan dan usul penganggaran pada penode berikutnya

Melihat tujuan awal dari SAKIP yakni untuk meningkatkan I-:irlerja__ maka L,-E-._KIP yang
akan dibahas pada bab berikutnya (Bab VI) haruslah _L..'!-.KIF“ yang dapat menmgl-:a_llkan
k1l'l-l.'-'-'l‘j:1. Kﬂlﬂmpﬂkhan hal-hal Fang harus mﬂnd.ﬁp.ﬂ{ [:Irll.-..lrltas pErhatlEﬁ szria k:EMUﬂghlﬂﬂn—
kemungkinan kondisi yang akan datang, kemudian rekomendasikan secara detail.

ul sifatnya masin sangal umum, padahal
hal-hal yang bersifat teknis, sehingga langkah
at menjawab perm asalahan yang terjadi

Seringkali rekomendasi yang munc
permasalahan sebenarnya lebih banyak pada
berikutnya yang diambil belum sepenuhnya dap

Umpan balik itupun akan dapat mamberi manfaat manakala |

1 LAH'F" sanantiasa dl'g unakan Eehag al referens tacuan L.Irlt'..lk. mEﬂIHgHE!kEIH h[nerja
ngan memperhatikan perkembangannys

2. Evaluas| dj secara terus menerus de indikator outfcome
selama ja r?;::"ﬁ:&u (periode) tertentu, utamanya pada perkembangan indikalo '

Enefit dan impact. capacity building utamanya yang

% Memberi i ih cerus dalam hal eAs
mewt;‘?nrékkﬁ Hizggzzagmﬁht:ﬁepahamﬂﬁ Aas a?pek-aspek pendayagun p
Egara seperti budaya kerja, reward and punishmen




BAB yi
PELAPORAN

o LAPORAN KINERJA

peraturan Pemerintah Nomor B T
s an
£nfitas Pelaporan wajib menyusun dan meny;?kainf :
Laporan kinera berisi ringkasan
+asil yang dicapai darl masing-masing
Bentuk dan Isi Laporan Kine
Anggaran sebagal berikut ;

Pasal 2 menyebutkan bahwa setiap
aporan Keuangan dan Lapaoran Kinerja,

tentang keluaran dari

Prograrm. masing-masing kegiatan dan

18 disesuaikan dengan dokumen Rencana Kerja dan

LAPORAN KINERJA SKPD

TAHUN ANGGARAN. .
SKPD e
DuﬂESi .............................
SM@EIM e i L
. xod | Program/Kegiata Belanja | Hasil'¥eluaran ;
2 = Anggara | Realisas | Rencan | Realisas | Satua | Keteranga
e n | g i A n
ol | 2 3 4 5 A 7 B

- LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Kinera dan
menyampaikannya kepada Walikota cg. Bagian Organisasi Setda selambat-lambatnya 2
(dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Khusus untuk kegiatan yang bersumber dana Dekonsent
Laporan Kinerja disampaikan setiap Triwulan kepada Waliketa Cq.
Gubernur maupun Kementerian yang menangant.

Laporan Kinerja Tahunan selanjutnya dipergynakan sebagai bahan pertimbangan
tagi DPRD dalam mémbahas Pertanggungjawaban Pemerintan Daerah dan RAFED tahun
berikutnya,

rasiTugas Pembaniuan
Bagian Pembangunan,

PEMERINTAH (LAKIF)

m menyusun dan menyampaikan laparan

Sefiap instansi pemerintan hﬂmawm!baung}w‘aban Laporan Akuntabilitas Kinena

fineria sec ' ai bentuk pertandd : : ksl
Instans; pg‘f‘n’znﬁgwﬁ_iﬁ;ﬁhams menjelaskan keperhasilan dan kegagalan tingkat kinerja

atikan
1ang dicapai secara jujur, obyektif, akurat it !mnspamr." e ”"Emp'e:: arsional dengan
1, Prinsip lingkup pertanggungjawaban: Hal-hal yang ::?rgmhan harus prop i dengan
IITbQi-r_up kewenangan dan tanggund jawab masing-m :-:Ian
i n
2 Prinsip Priaritas. Hanya mencakup _ha!-hal penting
3 e san g L it ek = herl manfaat bag! Paniﬁgkatan kinerna.
- Prinsi mampu Memoe ; :
P manfaat, Laporan harus M= t dipercayaldiandalkan,
La ' jiki ciri-ciri relevan, i wakmﬁ;?ﬁheﬂaya I{:ji dan sesual
Mudap I:Iir,i::j;-,mri| ﬁgng h:;ﬁ?irgnsiatan antar bagian lengkap, '
ngerti, me |

iilg
dar laporan yang ditetapkan.

Untuk memudahkan pemoandingan
Baikan penamhahannpenambahan

ralevan bagi pengambilan

dibuat seragam tanpa

¢ LAKIP:
forne Farmat LAKIF

gaLit) dibutuhkan.

an ;
d pilamana

rartertu

e —

L RY TR

Min;
Mimg| terdini atas //__,_
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Disajikan pula akuntabiltas keuangan serta hasil analisis aspek-aspek | 10 - 15 %

-
Q\
[
F“I-
-

R e G =t
-RETISAR EKSEKUTIF T e PROPORSI

nyajikan tujuan -d_an sasaran yang :

ajauhmana EEISARAan Liuan dan Gl Eimﬂtftmﬁ;adma”‘ sl

wemungkinan yang akan terjadi sipatif terhadap ‘-

T PENDAHULUAN — _
Menyajikan hal-hal umum arganicae S 5-10%
dall"-l_ﬂ_ﬂﬂi- rganisasi seda yraian singkat tugas pokok |

ﬁENGAM& a TRATEGIS

' ambaran singkat sasaran yang ingin dirai
bersangkutan serta kﬁitﬂnrf‘]'a dengan ‘Fisigdan rgleihwgpaarﬂzas:ahun yang

Rencana Stralegis - Lraian singiat Renstra, dari visi, misi tujuan

sasaran, kebijakan dan program instansi RSP

Rencana Kinerja : terutama men

mencapal sasaran, indikater kebe

I AKUNTABILITAS KINERJA

Menguralkan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan  analisis

akuntabilitas, termasuk keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala,
permasalahan dan langkah-langkah yang diambil

25-35%

genal kegiatan-kegiatan dalam rangka
rhasilan pencapaian

45 - 55 %

 kinena.

Iv¥. PENUTUP T
Kesimpulan dan rekomendasi ,

LAMPIRAN |

LAKIP disampaikan kepada Walikota Mageiang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan
setelah tahun anggaran berakhir, dengan tembusan kepada Inspektorat dan Bagian
Crganisasi Setda.




BAB vi|
EVALUASI EKSTERNAL

sistern AKIP dimplementasikan secarg * :
nerintah. Ini berarti instansi merencanakan sendir, melaksanak skl
anya sendir serta melaporkannya sendjr kepada instansi ya?'lg' 1Z;Egl?nhgéldzr;igﬁn§5n§;
= 0 Yor s apr G
qansi yand melakukan evaluasi atas peners 1 Kinerja instan, Pihak-pihek diluar

pan SAKIP adalah BPKP, Kementenan Megara
orat Kota Magelang,

EE\IF ﬂSSﬂSmEm "

i,;zndayagu”m” Aparatur Negara dan Inspeky

Tujuan Evaluasi tersebut adalah .

Memperalen informasi tentang implementasi Siste
Menilal akuntabilitas kinerja SKPD ; m AKIP :

Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akunitabilitas SKPD.

|su-isu penting yang diungkap melalui evaluasi antara |ain :

Kesungguhan instansi pemerintah dalam Menyusun perencanaan kinerja apakan bebar-
kenar telah berfokus pada hasi ;

pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data Kinena

si informasi kinerja dalam LAKIP ;

Pengungkapan pencapaian kinerja instansi dalam LAKIP :

Monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program, khususnya program strategis nstansi :
Pelaksanaan dan keterkaitan diantara seluruh komponen-kemponen perencanaan kinena

lerzebut dengan penganggaran dan kebijakan pelaksanaan serfa pengendaliannya ;
7. Tingkat akuntabilitas kinerja instansi.

Lo P -

-1

P T o B O

Adapun kamponen penilaian dan alokas! nitainya sebagai berikut

| No. Kompeonen Bobot Sub Kamponen

| 1. | Perencanaan Kinerja 35 % | Meliputi -
a. Rensira 15 %
b. Rencana Kinerja Tahunan 10 %

L. ¢, Dokumen Penetapan Kinerja 10 %

2. | Pengukuran Kinerja 20 % | Meliputi;

- ! a Indikator Kinerja 12 % -
| b, Sistem Pengumpulan Data Kinerja 8 %

3 | Pe ineri 15 % | Meliputi
FAREN R 3. Pemenuhan Pelaporan 2%
Penyajian  dan Pengungkapan  Informasi
Kinerja 10 % A1
Pemanfaatan Informas inerja 3 %

L] o
S — i
4| Evaluasi Kinerja 10% E‘Eh%gmhganaan Evaluasi & %

i h. Pemanfaatan Evaluasi 4 % N

el
_

% | Capaian Kinerja | 20% gﬂen%u;;amn output (Keluaran) 10 %
b Oulcome (Hasil] 10 %
"--_.___— .
- 100 % e
. TOTAL ! e

Hasil Evaluasi (LHE)
: ; kan dalam LEIF-E::FEI!‘I
Hasil ilai selanjuinya dituang terkait dengan pengembangan
Yane penilaian tersebul Sei: Kewenangannys _ ecilob
Eﬁ,g disampaikan kepada pihak;ﬂ?;}; Hﬁg?uk dijadikan skomandasi/pertimbangan g
Perhoq  SerMa SKPD yang d
*kan/peningkatan kinera.




BAE v
PENUTUP

: : lja i Ja ;
o orntah. Setiap Instansi pemerintah secara Jneng:nv?aﬁkl:pemayakan BE skl p §1sIeiel
r 4an sasaran strategis organisasi kepada Il mengkomunikasikan pencapaian

an 7 para stak
!:';iﬁ,:gg dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Instans; Femerigg?‘[aljﬂfi?gﬁ PREPATERRLE e

LAKIP berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinari
: efia dan alat pendoron
erwjudnya Good Governance. Dalam perspekiif yang lebih luas, LAKIP juga bisa dp'rfungsihagu

<zhagal media pertanggungjawaban kepada publik. Semua ity memerlukan dukungan dan
geran aktif seluruh lembaga pemerintahan maupun partisipasi masyarakat,

pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini
qerupakan pedoman bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Magelang dalam
werapan SAKIP. Namun demikian pengembangan lebih lanjut oleh masing-masing pihak

gafstn el inl, BEEl] L dilakukan demi tercapainya tujuan dari penerapan SAKIP yakni
p.enmgi;atan kinerja organisasl.

Harapannya adalah semoga dengan penerapan SAKIP ini pemerintah akan lebih mampu
menjawab secara cepat dan tepat pertanyaan-pertanyaan publik, serta dapat memenuhi
wniutan masyarakat demi tercapainya kebaikan lahir maupun batin.

WALIKOTA MAGELANG

Akt

H. FAHRIYANTO

oy = _._'_,_,—'—'_'_'_'_._._'_'_'_._'_ 2“

-, _,_'—'—_'_'_'_
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Py ———— piitas Kinetid —————
omay Penyusunan Dokiumen Akuniabilie




